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ABSTRAK: l.ll.) Arbitrnse dan APS Nomor 30 Tnlrun

1999 adnlnh Undang-Undnng Pokok yang nvngatur
ntengenai tflta afia penyelesnian sengketa di lunr
perndilan (non litigation) . Oleh knreru itu , tulisan ini
mencobn nrenaruarkan gagasan arbitrax dan penyele-

saian sengketn alternatif untuk penyelesaian xngketa
yang terjadi dalam bitlang ekonomi yaitu ke ranah
luktun pr.rblik, jadi bukan lagi rnnah hukum perdatn.
Karena rnnah yang digunakan aclnlnh hukum publik,
mnkn diperlukan Undang-Undang khusus, yang
berknitan rlengan sengketa ekonomi ynng sedang
dihadapi, selain penggunann Undang-Unclang
Pokoknya, ynitu (UU Arbitrnse dan APS). Iika cli dnlam
bidang-bidnq ekanomi terjadi sengketa mnka para pilnk
yang berxngketa ruajib menempuh penyebsaian yang
diatur oleh Undang-Undang kltusus tersebut
(compulsory dispute resolution) . Di dalam Undang

- Undang klrusus tersebut telah ditentukan bentuk
Lembaga atau Badan Negnra yang bertugas untuk
menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi melalui
Arbitrase dnn Alternatif Penyelesaian Sengketo jadi
tidak lagi nrelalui Badan Sengl<zta Arbitrase Nasional.
Iemfutga dnn atnu Badan tersebut, nntara lnin adalah
kmbaga Penjamin Simpanan atnu LPS berdasarknn
Undang-Undang Nomor 24 Talun 2004 tentang
Pendiian LPS yang dibentuk bertl-asnrknn Undang-
Und,ang Nontor 7 Tahun 1997 jo Undnng-Undang
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Nomor 10 Tahun 7998 Tentang Perbankttn, ynng
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa cli biilang
perbanknn.

Kata Kunci : Arbitrase, APS, Undang-Undang.

PENDAHULUAN
Pranata arbitrase dan AlSsebagai sarana menyelesaikan

sengketa hukum di luar proses pengadilan bukan suatu hal yang
baru dalam sistem penyelesaian sengketa hukum di Indonesia,
namun yang terjadi di masa lalu di Indonesia, "Arbihase dan
APS'' kurang menarik perhatian sehingga kurang populer di
masyarakat kita. Berbeda dengan sekarang arbitrase dan A['S
dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara
menl.elesaikan sengketa di luar proses peradilan. Meningkahrya
peranan arbitrase dan APS bersamaan dengan meningkatnya
kansaksi di bidang ekonomi baik nasional maupun intema-
sional. Terlebih lagi dengan telah diundangkarmya Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif
Penyr:lesaian Sengketa (APS) yang termuat dalam Lembaran
Negara RI Nomor 3872, maka semakin teraktualisasi-kan
urgensi Arbitrase, Mediasi, Negosiasi dan Konsolidasi sebagai
alternatif penyelesaian sengketa.

Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain
penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan dt-equiaalensi-
kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli
mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyele-
saian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat
menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan
reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi atau caratara
lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan
mempunyai maksud unruk menyelesaikan sengketa bukan
sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.t

I Priyatna AMurrasyid, Atbilrasc dan AlteriatifPenyelesaian Sengketa(!^ka(a
PT. Fikahati Aneska,2OO2), iii
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Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbul-
nya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil
sehingga terabaikan. Dan biasanya muncul secara tiba-tiba dan
tidak disangka-sangka, atau dapat teriadi tanpa diperhi-
tungkan sebelumnya. Menurut Abdurrasyid, perselisihan atau
sengketa secara umum dapat berkenaan dengan hak-hak,
status, gaya hidup, reputasi atau aspek lain dalam kegiatan
ekonomi atau tingkah laku pribadi, diantaranya : 2

1. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para
pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak
ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-
kenyataan data tersebut yang tertuang dalam sebuah
kontrak bisnis ;

2. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat
atau tafsiran penyelesaian sengketa yang diberikan oleh
para ahli hukum yang terkait ;

3. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat
dari para ahli tekhnik dan profesionalisme dari para pihak;

4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul,
misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingung-
kan atau adanya perbedaan asumsi pada kontrak bisnis ;

5. Perbedaan presepsi mengenai keadilan, konsep keadilan
dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi yang
di dalamnya terdapat penyertaan modal Negara dan Negara
terancam bahaya, maka jila sengketa yang terjadi diselesaikan
diluar pengadilan (Oat of Court Settlenrcnt (OCS)) maka
acuannya tidak kepada hukum perdata tetapi mengacu kepada
hukum publik. Untuk memenuhi asas legalitas
(rechtsttnardigleld) diciptakan undang-undang seperti UU
PUPN, UU Perbankan, UU LPS dan UU Pasar Modal. Secara
formal hal itu dapat dibenarkan sebagai sesuatu hal yang sah
tetapi secara materiil jika dilihat dari sistem hukum yang

,tbid.,5-6
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berlaku maka terjadi penerobosan sistem oleh hukum publik
terhadap hukum perdata.

Arbitrase adalah salah satu bentuk dari APS. Lembaga
Arbitrase disebutkan di dalam UU Arbitrase dan APS, karena
sudah mempunyai bentuk tertentu dan pasti yang dituangkan
secara khusus. Di samping Undang-Undang Pokok (UU
Arbibrase dan AIIS) terdapat sejur ah undang-undang yang
mengatu, Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa
(APS) untuk bidang-bidang ekonomi. Jika di dalam bidang-
bidang ekonomi itu terjadi sengketa maka para pihak yang
bersengketa wafib menempuh penyelesaian yang diatur oleh
Undang-Undang tersebut (compulsory dispute resoltrtion).
Undang-Undang itu adalah sebagai berikut:
1. Arbitrase, mediasi dan lembaga penyelesaian perselisihan

industrial (UU tentang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun
1997);

2. Arbitrase dan musyawarah untuk mencapai mufakat dian-
tara para pihak yang berselisih (UU tentang Perdagangan
Beriangka Komoditi Nomor 32 Tahun 1997);

3. Baclan Penyelesaian Sengketa Konsumen (UU tentang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999);

4. Penggunaan jasa pihak ketiga yang disepakati para pihak
yang dibentuk mdsyarakat jasa konstruksi atau Pemerintah
(UlJ tentang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999);

5. Penggunaan jasa pihak ketiga yang dapat dibentuk oleh
masyarakat atau Pemerintah yaitu lembaga penyedia jasa

pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (UU
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun
1.997);

6. Arbitrase atau altematif penyelesaian sengketa (UU tentang
Melek Nomor 15 Tahun 2001);

7. Kornisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelesaikan
sengketa dalam praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat (UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999).



Dengan adanya Undang-Undang di atas, maka ruang
lingkup UU Arbikase dan APS menjadi lebih sempit penggu-
naannya karena sengketa yang terjadi di dalam bidang-bidang
tersebut di atas wajib diselesaikan menurut ketentuan
Undang- Undan g ttu (C o mp u I so ry D i sp u t e Re sol tr tio n) atart
sudah masuk dalam ranah hukum publik. Mengapa penyele-
saian di bidang - bidang tersebut masuk dalam ranah hukum
publik? Hal ini karena, dengan berlakunya Undang - Undang
khusus tersebu! maka ada unsur memaksa dari pemerintah
agar segala sengketa yang terjadi dalam bidang - bidang
tersebut di atas diseleseikan terlebih dahulu melalui Badan
atau Lembaga baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun
non-pemerintah. Sedangkan lembaga yang dibentuk khusus
oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur
peradilan dan bersifat hukum publik, di bidang ekonomi
penyelesaian sengketa diselesaikan melalui lembagaJembaga
khusus oleh pemerintah sebagai berikut :

1. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara (BLIPLN) ditemukan dalam UU
Nomor 49 Prp 1960;

2. Lembaga Mediasi Perbankan (LMP) ditemukan dalam UU
Nomor 10 Tahun 1998 dan UU No. 24 Tahun 20M;

3. Bapepam ditemukan dalam UU Nomor 8 Tahun 1985
tentang Pasar Modal.

Ketiga lembaga khusus ini, akan dibahas lebih lanjut dan
mendetail kemudian dianalisa. Badan atau Lembaga baik yang
dibentuk oleh pemerintah maupun non-pemerintah untuk
menyelesaikan sengketa di luar peradilan bertujuan melindr:ngi
kepentingan publik dan yang menyangkut hajat orang banyak
harus didahulukan dan dilaksanakan dengan penyelesaian
sengketa yang efiktif, efisien dan biaya murah. Di sinilah
pemerintah berperan penting sebagai kontroi, pengawas dan
sekaligus sebagai pembuat kebijakan, untuk melindungi
seluruh kepentingan rakyat Indonesia.

Maftha, Penyelesaian Sengketa.... 1'L9
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ARBITRASE

Tahun 1999, telah diundangkan Undang - Undang
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). UU Arbitrase
dan APS ini adalah pembaharuan dari pasal 615 sampai
dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de

Rechtsttoredering. Stsstblad 7847 : 52) dan pasal377 Reglemen
Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene lndonesisch
Reglement, Stantblad 194-l : 44 dan pasal 705 Reglement acara
untu.k daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglenent
Bujtenetue sten,Staatblad 1927 : 227).1

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sangketa
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
perjaniian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa (Ps.1 ayat (1) UU Arbitrase dan APS). Dalam
Ps. 5 ayat (1) UU Arbitrase dan APS ditentukan bahwa
sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya
sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut
hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepe-
nuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Para pihak adalah subyek hukumbaik menurut hukum
perdata maupun publik. Perjanjian arbitrase adalah suatu
kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam
pedanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul
sengketa (Pactum tlecompromittendo ) atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul
sengketa (Ac te compromi se).!

Lembaga arbitrase adalahbadan yang dipiJih para pihak
yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai
sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan
pendapat yang mengikat tentang suatu hubungan hukum
tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

' Marian Darus, et al., l<ornpilasi HukurD Pe.ika.dr(BandunS: Citra Aditya Bakti,

2001), r0r
, tbid., r52
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Beberapa pertimbangan untuk membentuk iembaga
Arbitrase adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku penyelesaian sengketa ekonomi disamping
dapat dilakukan ke peradilan umum juga terbuka
kemungkinan penyelesaian sengketa ekonomi diajukan
melalui Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa.

2. Peraturan perundang-undangan yang kini berlaku
untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan
hukum pada umurrmya.

Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa
atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan
hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase
yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau
beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari
hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengah cara
arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Merupakan pertanyaan apakah lembaga arbitrase
berwenang memeriksa sengketa kepailitan Berdasarkan
keputusan Mahkamah Agung RI, putusan Nomor 21 PK/N/
1999 menentukan bahwa perkara kepailitan tidak dapat
diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase karena telah diatur
secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Kepailitan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan
yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah
Pengadilan Niaga.s

Pada umumnya lembaga arbritase mempunyai
kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum.
Kelebihan tersebut adalah :6

'Remy Sjahdcini, Hukun Kepailitan (Jakarta: Pusraka Utama Grafiti. 2002),
t5l
6 Lihat penielasan dalam UU Arbitrase dan APS
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1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena

hal prosedural dan a dministrati f;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut

keyakinarurya mempunyai pengetahuan, pengalaman
dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang
disengketakan, jujur dan adil;

4. Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan
diterapkan untuk penyelesaian masalahnya serta proses
dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

Asas-asas dari penyelesaian sengketa bidang ekonomi
melalui arbitrase adalah sebagai berikut:7

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
2. Kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.

Berdasarkan asas ini para pihak mengadakan kesepaka-
tan tertulis (klausula arbitrase);

3. Para pihak bebas menentukan hukum materiil, acara,
tempat, iadwal pemeriksaan sengketa;

4. Kekuatan mengikat perjanjian (Pacta Sunt Sentadn);
5. Ruang lingkup terletak dalam bidang perdagangan;
6. Keputusan bersifat final dan binding (tidak ada hak

banding dan kasasi);
7. Bersifat rahasia (confdensial);
8. Proses cepa!
9. Biaya murah;
10.Para pihak bebas menentukan arbiter, jadual sidang;
11, Putusan dapat dieksekusi; dan
l2.Keputusan arbitrase berkekuatan mutlak.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkemba-
ngan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun
internasional serta perkembangan hukum pada umumnya
maka peraturan yang terdapat dalam UU Arbitraase dan AI'S,
harus disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku

; Lihat Pasal 5 UU Arbitrasc dan APS
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khusus yang dipakai sebagai pedoman arbitrase dalam
menangani sengketa ekonomi disesuaikan pula dengan
pengaturan dagang yang bersifat internasional. Hal ini sudah
merupakan kebutuhan conditio sine qua non yang perlu
diperhatikan oleh pemerintah Negara kita. Bertolak dari
kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Undang-
Undang khusus, baik secara filosofis maupun substantif sudah
saahrya dilaksanakan.

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)

Af5 diatur di dalam Pasal 6 UU Arbritase dan AI5.
Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyele-
saian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian
ahli. Asas - Asas yang terdapat dalam APS adalah sebagai
berikut :

1. Kebebasan berkontrak (mufakat).
2. APS dilakukan oleh para pihak didasarkan atas

kesepakatan. Kesepakatan ini menunjuk pada asas kebe-
basan berkontrak dimana pihak-pihak akan menyelesai-
kan sengketanya secara musyawarah (konsultasi,
negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli).

3. Itikad baik.
Asas ini berperan sebagai perekat bagi pata pihak untuk
dapat membahas sengketa yang ada diantara mereka
menurut kepatutan, terbuka dan kedua pihak bertuiuan
untuk tidak pergi ke pengadilan.

4. Perjanjian mengikat (Pocfa Sunt Seraanda).
5. Putusan terakhir dan mengikat (ftnal and binding).
6. Pendaftaran.
7. Kerahasiaan (confdensinl).

Ma ha, Penyelesaian Sengketa....
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Proses penyelesaian sengketa bidang ekonomi melalui
AI'S ini tedadi dalam tahapan sebagai berikut:
I. Tahap pertama: Pertemuan langsung (Ps. 6 ayat (2)).

Pertemuan langsung ini dilakukan para pihak dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya
dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

II. Tahap kedua: Bantuan penasihat ahli atau mediator (Ps. 6
avat (3)).

Jika tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan
tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesai-
kan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli
maupun melalui seorang mediator.

III. Tahap ketiga: Penunjukan mediator melalui bantuan
lembaga-lembaga Af5 atas permintaan para pihak (Ps.6
avat (4)).

Jika kata sepakat tidak tercapai atau mediator tadi tidak
berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para
pihak dapat menghubungi sebuah lembaga alternatif
penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang Mediator.
Nlediator adalah pihak ketiga yang netral (berada ditengah-
tengah) yang memberikan bantuan kepada pihak-pihak
yang bersengketa untuk mendapat penyele-saian yang
memuaskan. Dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi
harus sudah dapat dimulai.

2. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus
tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang
ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

3. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat
secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak.

4. Pendaftaran putusan itu wajib didaftarkan di
Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari seiak penandatanganan.
5. Putusan sengketa wajib dilaksanakan dalam waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran'
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IV. Tahap keempat : Arbitrase
Apabila usaha perdamaian sebagaimana dirnaksud dalam
ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka
para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat
mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga
arbihase dan arbitrase adJroc.

Ketentuan Pasal 6 UU Arbitrase dan APS ini tidak
mengatakan bahwa koneksitas antara tahap negosiasi dengan
lembaga APS dan lembaga Arbitrase harus terjadi secara
berurutan, yang secara imperatif harus dimulai dad negosiasi,
mediasi, yang diakhiri di Arbitrase. Dengan tidak adanya
ketentuan yang beisifat imperatif ini, maka para pihak yang
bersengketa atau beda pendapat mempunyai hak opsi untuk
memilih, untuk langsung minta penyelesaian ke Arbitrase atau
ke APS.

Tentang cara konsultasi negosiasi dan konsiliasi dilaku-
kan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di masyarakat
tradisional yang mengenal lembaga perdamaian, seperti
runggun adat, kerapatan adat, maka proses penyelesaian
sengketa secara damai sudah terpola menurut adat kebiasaan.
Adalah merupakan pengetahuan umum, tentang tokoh-tokoh
yang berpengalaman dan mampu bertindak sebagai
negosiator atau konsiliator atau mediator yang dapat diminta
oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan
persoalan mereka. Di dalam masyarakat yang terbuka, terlebih
lagi yang bersifat global maka lebih dikehendaki adanya
kepastian hukum sehingga adanya Undang-Undang yang
mengatur Atbihase dan Af5 ini melegakan karena sudah ada
rambu-rambu yang dapat dipergunakan oleh hak bersengketa.
yang memberikan kepastian hukum.

PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG EKONOMI
MELALUI LEMBAGA HUKUM PUBLIK

Mengenai model yang tepat untuk mengatasi sengketa
di bidang ekonomi ini ada pertanyaan yang dikemukakan oieh
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Romli Atmasasmita sebagai berikut : "Bagaimanakah
bentuk kelembagaan penyelesaian di luar pengadilan yang
sejalan dengan asas-asas hukum umum baik dari sisi
perlinrlungan hak-hak dan kepentingan yang lebih luas terma-
suk su.biek hukum atau negara atau sejalan dengan standar
intemasional?"8

It4enurut Mariam Darussalam e, "Kita harus menjawab-
nya d,:ngan mencari model yang mengacu kepada sistem
hukum nasional yang mengenal pembedaan (bukan
pemisahaan) hukum perdata dan hukum publik. Pembedaan
itu berakar nilai (zralue) yaitu hak perseorangan (pribadi) dan
hak masyarakat. lnteraksi diantara kedua disiplin ini, bersifat
seimbang sesuai dengan filsafat negara kita. Didalam sistem
nasional, kita menganut asas keseimbangan (tepaselira) antara
kepentingan individu dan kepentingan umum. Oleh sebab itu,
maka rli bidang ekonomi dan keuangan penyelesaian sengketa
diselesaikan melalui lembagalembaga khusus sebagai berikut:
1. Panitia Urusan Piutang Negara (Pupn) / Badan Urusan

Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) Ditemukan Dalam
UU Nomor 49 Pry 1960;

PUPN dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49
Prp 1960 jo Keppres Nomor 21 Tahun 1991. Dengan Keppres
itu, kedudukan PUPN diperkuat yaitu disamping
mer-rgurus piutang negara iuga diberi wewenang melelang
benda jaminan. Karena itu lembaga ini disebut dengan
PUPN/ BPUPLN.10 Pertimbangan untuk memberi
we\^r'enang tersebut kepada PUPN/BPUPLN, berdasarkan
seiarahnya adalah antara lain sebagai berikut :

i. Bahwa untuk kepentingan keuangan Negara, utang
kepada Negara atau badan-badan, baik yang langsung

t Romli Atmasasmit a, Pcngantar Hukum Keishatan B.r:t .ri (Jakana: Prcnada

Media,2003),64-
e Dnnts, et al., Kompilasi Hu*um,86.
f" S. M a nt aybo.bir, et al., Peogurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN

(Jakarta: Puslaka Bangsa Press, 2001), 74.
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maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara,
perlusegera diurus;

ii. Bahwa peraturan-peraturan biasa tidak memungkinkan
untuk memperoleh yang cepat daiam mengurus
piutang Negara;

iii. Bahwa oleh karena "keadaan memaksa", soal tersebut
diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;

iv. Bahwa "keadaan memaksa" itu dilatarbelakangi adanya
piutang negara yang macet yang berasal dari keuangan
Negara dalam masa pembangunan nasional.11

Tugas PUPN/BPUPLN ialah untuk mengurus piutang
Negara atau utang kepada Negara yang besarnya pasti
menurut hukurr. Utang kepada Negara adalah jumlah uang
yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang
baik secara langflmg maupun yang tidak langsung dikuasai
oleh Negara berdasarkan suafu peraturan atau perjanjian
atau sebab apapun. Yang dimaksud dengan piutang negara
dan utang pada negara menurut Penjelasan Ps 8 UU Nomor
49 Prp 1960 adalah sebagai berikut:
i. Terutang kepada negara dan oleh karena itu harus

dibayat kepada pemerintah pusat ataupun pemedntah
daerah.

ii. Te-rutang kepada badan-badan yang umumnya
kekayaan dan modal:rya sebagian atau seluruhnya miiik
negara antara lain BUMN termasuk bank pemerintah
dan BUMD termasuk bank pemerintah daerah.

Instansi-instansi Pemerintah dan badan-badan
Negara wajib menyerahkan pengurusan piutang negara
kepada PUPN yang adanya dan besarnya telih p"asti
menurut. hrrkum akan tetapi debifur atau p"rru.rggrrrg
utang tidak melunasi utangnya sebagaimana 

^""ti.ryuiPertimbangan untuk membentuk pUpN/BpUpLN ini
adalah keadaan memaksa dengan pengertian terjadinya
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kemacetan penagihan piutang.l2 Kemacetan pembayaran
utang kepada negara atau instansi dan Badan - badan
seluruhnya atau sebagian milik negara ini, berawal antara
lain dari perjanjian. Di dalam perianjian terdapat seiurnlah
asas,r'yaitu:
i. Kebebasan kehendak yang bertanggungjawab

(Ko n t r ac t e e nt ij hci d) ;
ii. Asas keseimbangan;
iii- Asaskonsensualisme;
iv. Asas persamaan;
v. Asas kekuatan mengila U

vi. Asas kepercayaan;
vii. Asas kepastian hukum;
viii. Asas moral dan kepatutan

Perjanjian yang diikat antara para pihak terikat pada
asas-asas tersebut diatas. Di dalam perkembangannya
terjadi pergeseran terhadap asas-asas itu. Adanya
kemacetan penagihan piutang oleh instansi pemerintah,
Badan Usaha Milik Negara, maka pemerintah berdasarkan
peraturan tertentu mengubah karakter perjanjian itu di
mirna kedudukan kreditor yang semula " sama"
(nebengeorclne t) dengan debitor, dalam hubungan perdata,
dirubah menjadi hubungan publik. Kedudukan kreditor
tidak lagi sama, akan tetapi kreditor lebih tinggi dari debitor
(untergeordnet). Di dalam penyelesaian sengketa bidang
ekonomi dan keuangan kedudukan instansi Pemerintah,
Badan Usaha Milik Negara diidentikkan (disamakan)
dengan Pemerintah walaupun modal BUMN terpisah dad
Anggaran Biaya dan Belanja Negara. Dalam posisi demikian
kesepakatan tidak lagi meniadi asas, akan tetapi yang
menjadi asas adalah kekuasaan.ra

,' lbid., r 35.
l, lbid., 85

'r Mariam Darus. PeriaaiizD Kredit Bzal (Bandune: Alumni. l99s). I 5l
t' Mantayborbir, et al., Perrgurusa!, Piutaog,95-
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Di dalam mekanisme penagihan piutang oleh PUPN/
BPUPLN, pemerintah mempergunakan kekuasaannya
membentuk "Kesepakatan Bersama", yaitu dengan diberi
irah-irah "Derni Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa", Surat Paksa, hak parate eksekusi, yang semua-
nya itu bertentangan dengan sistem hukum perdata.ls Surat
paksa itu juga memuat nama debitur / penanggung utang
kepada negara, alasan-alasan yang menjadi dasar penagi-
han serta perintah untuk membayar- Surat paksa mempu-
nyai kekuatan yang sama seperti grosse dad putusan hakim
dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan
banding lagi pada hakim atasan. Dengan demikian surat
paksa tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Adanya
surat paksa tersebut maka PUPN berwenang untuk
melakukan sita eksekutorial, melakukan pelelangan (parate
eksekusi) dan berwenang untuk memerintahkan agar
terhadap penanggung/ peniamin hutang dicekat disandera
atau dilakukan paksa badan.

Apabila pengurusan piutang negara macet yang
dilaksanakan oleh PUPN/BPUPLN telah sampai pada
tingkat akhir yaitu penyitaan terhadap barang jaminan dan
diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
(SPPBS), namun debitur tetap tidak bisa menyelesaikan
utangnya maka sebagai alternatif terakhir adalah
melakukan penjualan atas barang jaminan utang milik
debitur / penanggung utang melalui lelang.

Dilihat dari sistem,'seyogyanya penyelesaiannya
dilakukan melalui Arbitrase atau A[5 atau dengan litigasi.
Kegiatan yang semula bersifat keperdataan, pada akhirnya
nanti bersifat hukum publik yang mengandung unsur
paksaan. Di samping itu, kedudukan PUPN/BPUPLN ini
diberi sifat sebagai pengadilan semu. Lembaga ini
mempunyai dua karakter yaitu sebagai wakil dari kreditor
dan sekaligus pengarJilan.

rr lbid.. 97
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Menurut penulis, seyogyanya pemerintah waiib
mengawasi dengan sungguh - sungguh pejabarpejabat
yang ditunjuknya baik di dalam instansi, Badan Usaha
Milik Negara yang bertindak di dalam bidang keperdataan
dengan memperhatikan asas good corpolate gouernance-
Pemerintah perlu memberikan sanksi kepada pimpinan
irutansi, Badan Usaha Milik Negara, yang di dalam kegiatan
yang dilakukannya menimbulkan kerugian, supaya
berhasil menagih piutangnya nantinya, Sehingga
pemerintah tidak perlu menerapkan hak publik.

2. Lembaga Peniamin Simpanan (LI'S) Ditemukan Dalam UU
Nomor 10 Tahun 1998 Yang Diatur Dalam Undang-Undang
No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS;

Menciptakan perbankan sehat harus dilakukan
pendekatan yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu Penga-
w asan, internal golrernance dan disiplin pasar.Pendekatan
ini harus dilakukan karena pengawasan tidak akan mampu
berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan
kemajuan teknologi pada instrument keuangan- Dengan
demikian pengawasan harus dilengkapi dengan disiplin
internal dan ekstemal dad perbankan. Dengan melibatkan
intental gu''ernance, pendekatan pengawasan memasukkan
pandangan bahwa perbankan sendiri merupakan tempat
terbaik untuk mengatur dan memelihata Praktik
manajemen yang sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar
mencerminkan fakta bahwa tanPa Pasar yang komPetitif
dan punitiue atas kegagalan bersaing di pasar maka tidak
cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah
untu k melakukan keputusan keuangan yang tePat.l6 Untuk
melaksanakan ketiga pendekatan di atas, maka halus
dilakukan penyempumaan terhadap peraturan petbankan.

f6 Charfes Enoch and John H. Gteen, Baoking Soundness and Monelary Policy
(.w{shingto.. D,C: Insriture and Monct.ry and Exch.ns. Aff,iB Deparrnrenr,
t^lF, t991).4-5.
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Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan
yang diperlukan untuk membangun suatu sistim
perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan
jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Akan
tetapi sebelum pembentukan suatu lembaga peniamin yang
permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem
perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat
berjalan efektif. Alasan dasar (rationale) bagi pemerintah
untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin
Simpanan (LI5) adalah kepercayaan (trusf) pada industri
perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonorni dan
pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat
meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan
kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan
kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial
juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil
dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu
pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi
bank sentral seb agai lender oflnst resort yangmenyediakan
Iikuiditas apabila diperlukan, maka bank runs akan hilang
dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat
beroperasi secara konsisten dan dipercava untuk
menyediakan kredit dalam iurnlah cukup untuk kesehatan
perekonomian.

P asal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahw "1992

tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan
Lembaga Penjamin Simpanan (LIjS) di tndonesia. Amanat
tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang
dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun
1997. Ketika ijin usaha bank dicabut dan dilikuidasi pada 1
November 1997, industri perbankan mengalami rrrsli seba-
gai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan
yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah
penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan
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hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri
p€,rbankan.

Pendirian lembaga penjamin simpanan (LI5) pada
da.sarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindu-
ngan terhadap dua risiko yaitu irrationnl run terhadap bank
dan systemic risk Dalam menjalankan usaha bank biasanya
hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang
diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana
oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan
yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan
ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi
permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas
simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan
secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Keterbatasan dalam penyediaan dana casft ini adalah
karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang
telah disalurkannya. Bila bank tidak dapat memenuhi
permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah
biasanya meniacli panik dan akan menutuP rekeningnya
pada bank yang dimaksud, sekalipun bank tersebut
sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila
kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank
lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem
pe:rbankan.

Lembaga peniamin simpanan (LPS) dapat berfungsi
untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara

umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai

pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca,

pralitik pemberian pinjaman dan strategi inv€stasi dengan

maksud untuk melihat tanda-tanda fnancial distress yang
mengarah kepada kebangkrutan bank.17 Oleh sebab itulah

17 Antra Kuzmik Walker, "Hamessing the Free Market: Reinsurance Models lor
FDIC Deposir lnso,?r'nce Pdcin5," Ha.vard Joutnal ofLaw and Public Policy
(Summer 1995.),7-17-
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Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan
yang diperlukan untuk membangun suatu sistim
perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan
iaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Akan
tetapi sebelum pembentukan suatu lembaga penjarnin yang
permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem
perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat
berjalan efektif. Alasan dasar (rationale) bagi pemerintah
untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) adalah kepercayaan (trust) pada industri
perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan
pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat
meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan
kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan
kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial
juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil
dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu
pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi
bank sentral sebagai lender of lnst resort yang menyediakan
likuiditas apabila diperlukan, maka bank runs akan hilang
dan tinggal seiarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat
beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk
menyediakan kredit dalam iur ah cukup untuk kesehatan
perekonomian.

Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 T ahun 1992
tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan
Lembaga Penjamin Simpanan (LI,S) di lrdonesia. Amanat
tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang
dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun
1997. Ketika ijin usaha bank dicabut dan dilikuidasi pada 1
November 1997, industri perbankan mengalami nrsli seba-
gai konsekuensi dad runtuhnya kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan
yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah
penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan
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hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri
perbankan.

Pendirian lembaga penjamin simpanan (LI€) pada
dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindu-
ngan terhadap dua risiko yaitu jrrational run terhadap bank
dan systenric risk Dalam menjalankan usaha bank biasanya
hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang
diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana
oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan
yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan
ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi
permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas
sin-rpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan
secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Keterbatasan dalam penyediaan dana casfu ini adalah
karena bank tidak dapat menarik segera piniaman yang
telah disalurkannya. Bila bank tidak dapat memenuhi
permintaan penarikan sinpanan oleh nasabahnya, nasabah
biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya
pada bank yang dimaksud, sekalipun bank tersebut
setrenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila
kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank
lairr, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem
pe::bankan.

Lembaga penjamin simpanan (LPS) dapat berfungsi
untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara

umum. Di samping itu LI'S juga dapat berfungsi sebagai

pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca,

praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan
maksud untuk melihat tanda-tanda francial distress yang
mengarah kepada kebangkrutan bank.17 Oleh sebab itulah

I Anna Kuzmik walker, "Hamessing the Free Market: Reinsunnce Models for
FDIC Deposit lnswance PicinB," Harvard lournal ofLaw and Public Policy
(Summer 1995), 7.17.
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keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan
menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah
dengan ialan menyakinkan nasabah tentang keamanan
simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Dimensi lain dari pentingnya peran LIIS dalam sistem
perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan: t8

a) Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara,
peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan
inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas system
perbankan domestik. Peranan penting sektor
perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem
pembayaran yang memungkinkan te{adinya transaksi
perdagangan. Di samping itu, bank melakukan
penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk
seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya,
dana masyarakat yang disimpan di bank sangat
menentukan eksistensi dan keuntungan suafu bank.

b) Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan
masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan
terjadinya rush yang sudah tentu dapat membahaya-
kan bank secara individual dan sistem perbankan
secara keseluruhan.

c) Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi
informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadi-
nya global market pada sektor keuangan. Dalam global
mnrket danabebas bergerak dari satu negara ke negara
lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem
perbankan nasionalT maka ia dapat menanamkan
dananya di luar negeri (cnpital flight) yang dapat
mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya
kekuatan yang produktif dari suatu negara.

13 M. Dghlan Sutalaksana, "The ImDortance of A Deposir proteaion schcmc,
ASEAN Conference on Deposit protection System (Desember t993), I l.
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Sistem perlindungan nasabah, banyak menghasilkan
manfaat, meski iuga mengandung kelemahan, seperti
timbulnya kemunduran dalam disiplin pasar (moral hazard).
Untul.: itu, pengawasan dan pengaturan yang efektif merupa-
kan elemen penting dari fz ancial nfety nel dalam mengen-
dalikan masalah moral hazard. Singkat kata, Lf'S merupakan
sesuatu yang diperlukan tetapi tidak cukup (necessary but not
e nou gl t) dalarr. memecahkan persoalan-persoaian perbankan.
Pengawas bank harus berani bertindak tegas terhadap
pengurus bank yang mengelola banknya secara sembrono. Fif
and Proper fesf terhadap pengurus dan eksekutif bank juga
harus dilakukan dengan ketat agar mencegah masuknya
indivi,lu yang tidak bermutu ke dalam industry perbankan.

Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting
untuk menekan bank dalam pengambilan risiko bila hal ini
tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengan-
cam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan
demikian, maka sistem perlindungan nasabah (deposit
protection sysfen) seperti LPS yang dilengkapi dengan
pengaluran dan pengawasan effektif dapat mengurangi risiko
sistemik meskipun tidak dapat menghilangkannya sama
sekali.Ie Pendirian LI)S dapat lebih berhasil apabila sistem
perbankan berjalan baik. Kehadiran LI'S yang efektif dapat
memberikan kontribusi terhadaP stabilitas sistem keuangan
suatu negara terlebih bila sistem yang ada merupakan bagian
dari suatu jaring pengaman keuangan yang disusun secala

baik.
I{ubungan antara bank dengan nasabah adalah

hubungan kepercayaan. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam
praktik perbankan modem yang melibatkan struktur yang
sangat kompleks dan seringkali menyebabkan bank berperan

re Gtenn Hoggarth and Farouk Soussa"'Crisis Managernent, Lender ofLast Resort

..a tr'.6i"-sl-s N"ture oaihe Ba.l<ing Industry"' d!lom Rich"d a Brc'lev

et.al., Financial Stability and CeDtral Bank A Global Pespective, (London:

Rout ledge, 2001), 168.
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sebagai penasehat keuangan (fna ncial achtixr) bagi nasabahnya
sehingga menciptakan hubungan kepercayaan dan keraha-
siaan (confidentiality) yang pada gilirannya menghasilkan
statu fiilucinry du{,r terhadap bank ke yang pada gilirannva
menghasilkan xtatu fitluciary duty terhadap bank ketika
berurusan dengan nasabahnya.20 Dengan hubungan yang
demikian itu, maka bank memiliki kewajiban untuk mengung-
kapkan (a duty to disclose) seiuruh fakta material kepada
nasabahnya, apabila bank memiliki pengetahuan yang
mungkin sangat penting bagi nasabah.

Sebagai realisasi dari pelaksanaan L['jS untuk meningkar
kan kepercayaan masyarakat terhadap bank, khususnya dalam
menyeiesaikan sengketa perbankan yang teriadi antara
kreditur (pihak bank) dengan debitur (nasabah bank), maka
didirikanlah Lembaga Mediasi Perbankan (LMP). LMP adalah
lembaga yang didirikan oleh para pakar di bidang perbankan,
tapi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya LMP harus
tetap independen, tidak tur-rduk pada kehendak mereka dan
independent dari interfensi para pendiri. LMP adalah lembaga
yang menjalankan peran mediasi untuk sengketa-sengketa
tertentu dibidang perbankan, tapi LMP tidak tunduk pada BI,
dan bebas dari Interfensi BI.

Bentuk kelembagaan dari LMP adalah berbentuk
Yayasan. Dasar hukum pendiriannya adalah Undang-Undang
No. 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang yayasan
sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 28 iahun
2004 tanggak 6 Oktober 2004. LMP dipergunakan dan
berfungsi sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) sehingga tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa-
nya berdasarkan pada UU Arbitrase dan ApS. Bagailmana
mediattonberperan dalam penyelesaian sengketa? Hal iri dapat
dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

?o Edward L. Syrnons, Jr, ,,The Bank-Customer Relation: part II The Judicial
Decisions," Banking Law Journal, (Apnl 2002), 265.
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a. Voluntary Merlintion
Dilakukan atas keinginan bersama para pihak baik atas
:Lnisiatif suatu pihak dan disetujui pihak lain, maupun
atas kehendak bersama. Ini menghasilkan "Perjanjian
Mediasi Agreentent to Med.iate" .21

b. Mandntory Medintion
Atas dasar permintaan majelis hakim atau arbitrase
dalam proses p eradilan/ arbitra se, peraturan
perundang-undangan, atau atas kesepakatan betsama
dari awal. Dalam praktik peradilan perdata dan
arbitrase di Indonesia, hakim dan arbiter selalu
rnember kesempatan kepada pihak-pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka
secara musyawarah, dan perkembangan sekarang
ditegaskan dilakukan melalui proses mediasi.z I(husus
untuk sengketa antara nasabah dan bank yang
mempunyai nilai tuntutan hingga paling tinggi Rp.
500.000.000,- (lihat Pasal 11 UU Lf'S tentang jumlah
penjaminan) diarahkan untuk diselesaikan melalui
I-MP.

Disisi lain, dapat juga sejak semula para pihak sudah
setuju untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara
mereka melalui mediasi. Kesepakatan ini dikenal dengan
" Mediatron Clsu*" .lnilah mandatory mediation yang didasarkan
pada kesepakatan bersama oleh para pihak. Sebagai kesepa-

katan bersama, ketentuan tersebut akan berlaku sebagai

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal

1338 jo. Pasal 1320 KUH Perdata). Oleh karena itu, dalam

merumuskan Mediation Clause petl.u dipertimbangkan
sebagairnana jalan keluar harus diberikan dalam hal suatu
mediasi tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan'

1l Kusdwilandrijo, ,4.Iedras i dan Arbitrase dalam Penetapannya (Bandung: Citra
AAiry^. 2OO2\.224

" Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tanggal I I Seplember 2003
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Pemahaman "You don't giue up rights tohen you agree to

mediatt" harus dijadikan dasar dalam merumusk an " Medintion
Clause" .ts

Sebagai suatu lembaga mediasi yang khusus di bidang
perbankan, maka LMP perlu rnenyiapkan peraturan-peiaturan
yang tidak menyimpang dari peraturan pokoknya dan
peraturan khususnya di bidang perbankan antara lain:

1. Peraturan dan acara mediasi tersendiri.
2. Peraturan tentang tata cara penunjukan mediator dan

persyaratan untuk dapat dituniuk sebagai mediator
3. Peraturan tentang Benfuran Kepentingan
4. Peraturan tentang biaya Mediasi
5. Peraturan-peraturan khusus untuk mendorong agar

para pihak dalam proses mediasi telah melaksanakan
apa yang disepakati diantara mereka sendiri.

Tugas dan wewenang dari LMP adalah hanya mencakup
mediasi yang diatur di daiam Undang-Undang Pokoknya
yaitu UU Arbitrase dan APS juga dalam undang-undang
khusus di bidang perbankan yaitu UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan dan UU LPS. (Untuk perbandingan dapat
dilihat diantaranya Peraturan dan Acara BAPMI tentang
Mediasi). Sebagai suatu lembaga mediasi, LMP hatus
independen. Pengawasan terhadap jalannya proses mediasi
tidak dilakukan oleh Bank Indonesia, tapi oleh Dewan
kehormatan yang khusus dituniuk untuk mengawasai,
mengevaluasi dan menetapkan ada tidaknya mediator yang
bertindak keliru/salah, menyalahgunakan atau melampaui
batas kewenangan. ,

3. Bapepam Ditemukan Dalam UU Nomor 8 Tahun 19g5
tentang Pasar Modal.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 (UU pasar
Modal) memberikan tugas kepada Bapepam, antara lain untuk

I Kusdwilandriio, Mcdiasi, 225
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membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari
Pasar Modal yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya
kegiatan Pasar modal yang teratur wajar dan efisien serta
melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk
melaksanakan tugasnya, kepada Bapepam diberi wewenang
untuk, antara lain, melalukan pemeriksaan terhadap setiap
Emiten atau Perusahaan Publik, mengumumkan hasil
pemeriksaan, membekukan pencatatan suatu Efek, menghen-
tikan hansaksi bursa atas Efek, melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai
akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal.2'

Bapepam bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap
piha k yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran
terhadap UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Disamping ltu Bapepam diberi juga wewenang untuk
melakukan penyidikan jika pelanggaran terhadap Undang-
Undang ini dan/atau peraturan pelaksana-annya mengakibat-
kan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal atau masyarakat.

Bapepam mengenakan sanksi administratif atas
pelanggaran UU Pasar Modal ini dan/atau peraturan pelaksa-
naannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh
izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. Sanksi
administratif itu dapat berupa :

i. peringatan tertulis;
ii. denda; l,:'
iii. pembatasan, pembekuan dan pencabutan kegiatan

usaha;
iv. pembatalan persetuiuan;
i. pembatatanpendaftaran.

Di dalam UU Pasar Modal, kepada Bapepam diberikan
wewenang sebagai pejabat dengan wewenang hukuin publik,
yang men-akup bidang administratif dan pidana. Pejabat

" Lihat Pasal 6 UU Pasar Modal
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Bapepam berwenang melakukan pemeriksaan dan
penyidikan menurut ketentuan hukqm acata pidana. Disini
kita melihat ada pergeseran dari ruang lingkup yang semula
termasuk dalam disiplin hukum perdata dan didalam
perkembangan-nya ditambah dengan disiplin hukum
administratif dan hukum pidana.

PENUTUP

Kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi di dalamnya
terdapat penyertaan modal Negara dan Negara terancam
bahaya, maka jika sengketa yang terjadi diselesaikan di iuar
pengadilan (Ouf ofCourt Settlemenl OCS) maka acuannya tidak
kepada hukum perdata tetapi mengacu kepada hulum publik.
Untuk memenuhi asas legalitas (rechtsanartligluid) diciptakan
undang-undang seperti UU PUPN, UU Perbankan, UU LPS
dan UU Pasar Modal yang berfungsi sebagai Undang-undang
khusus di bidang ekonomi dan keuangan. Secara formal dapat
dibenarkan sebagai sesuatu hal yang sah tetapi secara materiil
jika dilihat dari sistem hukum yang berlaku maka terjadi
penerobosan sistem oleh hukum pubiik terhadap hukum
perdata.

Alasan pembenar untuk asas legalitas didasarkan pada
situasi darurat yang membahayakan kepentingan umum.
Dikalangan pakar hukum timbul pertanyaan apakah keadaan
ini merupakan pergeseran dari disiplin hukum dimana
disiplin hukum perdata didominasi oleh hukum publik.
Andaikata pandangan itu dapat diterima maka ada kecenderu-
ngan kekuasaan lebih tinggi derajatnya (kedaulatannya)
daripada hukum sehingga Negara cenderung menjadi negara
kekuasaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hak asasi
dan demokrasi dan iuga bertentangan dengan UUD 1945 yang
menghenciaki Negara Indonesia adalah Negara hukum
(rechtsstaa t) tidak Negara kekuasaan (mnchtstant).b

']r Romli Atnrasasmita, PengaDtar Hukun,64
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Undang-Undang khusus yang mengatur penyelesaian
senl;keta bidang ekonomi dan keuangan di luar pengadilan,
dengan menggunakan dimensi hukum publik bertujuan untuk
mengatasi keadaan darurat yang jika dibiarkan akan
berdampak kepada kepentingan umum. Oleh karena itu model
yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa ini dapat
dibenarkan, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan hak
asasi manusia, demokrasi dan UUD 1945. Jadi sifat dari
Arbitrase dan APS yang digunakan dalam penyelesaian
sengketa di bidang ekonomi dan keuangan yang ranahnya
hukum publik adalah tidak boleh bersifat permanen dan hanya
dapat diterima untuk sementara.
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